
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi informasi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan 

publik semakin meningkat. Didalam pemerintahan salah satu aspek penunjang 

keberhasilan bekerja dalam menjalankan proyek selalu didukung dengan kecanggihan 

teknologi. Perkembangan teknologi juga menuntut sektor-sektor yang ada termasuk 

dalam sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk di Indonesia. 

pemerintahan indonesia sendiri sudah mulai melakukan perubahan dengan adanya 

perkembangan teknologi canggih, sehingga dapat menciptakan model baru dalam 

pelayanan publik, dimana pelayanan publik tersebut menciptakan pelayanan dengan 

melalui aplikasi dan web browser.  

Istilah  e-government  yaitu bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi 

interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, 

kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Salah satu perubahan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah adalah di dalam ranah pelayanan publik. Di era 

informasi, pelayanan publik mengahadapi tantangan yang sangat besar. Pelayanan publik 

bisa dikatakan sebagai hajat hidup orang banyak.  

Peranan teknologi informasi berupa perangkat lunak yang berbasis desktop maupun 

website yang menjadi pilihan stategis bagi perusahaan untuk proses bisnis yang 

dilakukan, sehingga kualitas dari sebuah perangkat lunak dalam penerapan sebuah 

perangkat lunak dapat mempengaruhi kesuksesan perangkat lunak  

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal yang penting untuk menjamin 

hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar 

warga negara yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan termasuk salah satu hak 

asasi manusia yang harus di lindungi. Oleh karena itu sistem pendaftaran pemilih harus 

di buat dengan prinsip komprehensif, akurat dan muthakir.  



Dalam praktik demokrasi, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam dalam 

pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu salah satu tugas, wewenang dan 

kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih 

berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan 

memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur, Walikota maupun pemilihan 

presiden terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. daftar pemilih tetap (DPT) 

merupakan komponen utama yang menentukan kualitas Pemilu. DPT yang tidak 

berkualitas dapat membawa implikasi pada penyelenggaraan Pemilu yang akan menuai 

masalah.Oleh karena itu penting untuk menciptakan DPT yang akurat, komprehensif 

dan mutakhir, eksistensi DPT ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 

dalam Pemilu.Akurasi Daftar Pemilih tidak hanya tanggung jawab KPU tapi merupakan 

tanggungjawab bersama antara KPU, pemerintah dan masyarakat 

Dalam pemilihan umum (pemilu) diakui adanya hak pilih secara universal 

(universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi 

negara yang menganut demokrasi konsitusional modern. Pemilu merupakan 

institusional partipasi dalam mengunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter 

demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), 

rahasia ( secret), dan langsung (direct). 

Untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih Pemilu/ Pemilihan yang 

akurat, komprehenship dan mutakhir  dan untuk meminimalisir isu strategis pemilih 

pada pelaksanaan Pemilihan umu atau pemilihan daerah maka perlu sebuah inovasi 

dalam proses pemutakhiran data pemilih/ pemilihan 

Dasar hukum yang melandasi yaitu ada di dalam Undang-undang no.7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum, pasal 14 huruf L KPU berkewajiban melakukan pemuktahiran 

data dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PKPU No.37 tahun 

2018 perubahan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang penyusun data pemilih dalam negri 

dan surat KPU RI No. 366 tahun 2021 tentang perubahan surat KPU RI nomer 132 

perihal PDP. 



Pemuktahiran data pemilih berkelenjutan adalah proses pembaharuan data pemilih 

untuk memudahkan proses pemuktahiran data pemilih pada pemilu atau pemilihan 

selanjutnya. data pemilih didefinisikan pula sebagai proses pengumpulan data perubahan 

memalui Lembaga atau badan dengan koordinasi dan kerjasama serta langsung dari 

masyarakat. 

Data pemilih yang di perbaruhi:  

 Usia 17 tahun ketas belum terdaftar dalapm DPT  

 Sudah terdaftar, tetapi terdapat kesalahan pencacatan 

 Perubahan alih status TNI atau POLRI  

 Meninggal dunia  

 Pindah domisili  

Proses pemuktahiran data bedasarkan surat KPU 366 

KPU Kab atau Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan 

dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada partai politik, bawaslu, dan dinas yang 

menangani urusan kependudukan, KPU Kab tau Kota menyanpaikan dafftar pemilih 

berkelanjutan yang mengalami perubahan setia bulan byname by poling station kepada 

partai politik, bawaslu, dan dinas yang menangani masalah kependudukan dan 

Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 dilakukan mulai bulan Januari 

sampai bulan Desember 2021. 

Proses dalam menjadikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) menjadi 

Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 

(DPSHP) dan akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yaitu apa yang harus 

dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa 

yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Hal – hal inilah yang 

seharusnya dipahami dengan benar oleh penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan 

umum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada aktivitas pemilihan 

umum sehubungan dengan daftar pemilih tetap. surat edaran KPU Nomor 132 perihal 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan  tahun 2021, disebutkan bahwa dalam 

melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi 



secara berkala dengan instansi-instansi terkait. Di antaranya instansi pemerintah daerah 

yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, TNI/Polri, 

Pengadilan setingkat, dan pada layanan data pemilih di tingkat kabupaten/kota. 

Jumlah data pemilih di kota Tangerang 2021 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 

ketiga) DPTHP3 Laki-laki: 597.598  Perempuan: 596.771 Totalnya: 1.194.369 lalu ada 

juga Pemuktahiran (daftar pemilih berkelanjutan) DPB bulan Juli Laki-laki: 587.110 

Perempuan: 590.772 Totalnya: 1.177.882 kemudian jumlah Meninggal dunia: 1.219 

Ganda: 9 Pindah: 176 Totalnya:1.404 selanjutnya yaitu Pemuktahiran DPB bulan agustus 

Laki-laki: 586.316 Perempuan: 590.256 Totalnya: 1.176.572 dan yang terakhir Pemilih 

baru Laki-laki: 58 Perempuan: 36 Totalnya: 94 

Gambar 1.1 

 Rekapitulasi Data Pemilih Bulan Maret 2022 

 

Sumber : Dokumen KPU Kota Tangerang 2022 

Dari data diatas menyebutkan bahwa hasil rekapitulasi bulan maret 2022 untuk data 

pemilih berkelanjutan adalah; jumlah kelurahan: 104, jumlah TPS: 5.067 julmbalah DPB 

sebelumnya 1.174.508, jumlah pemilih baru: 100 dan jumlah pemilih bulan berjalan 

yaitu: 1.174.489 (Sumber dokumen  KPU Kota Tangerang) 



Dalam proses pilkada, sering kita jumpai ada beberapa orang yang seharusnya 

berhak memilih, tetapi karena tidak memiliki kartu pemilih hak suara mereka jadi tidak 

bisa tersalurkan. Oleh karena itu penulis menarik ide untuk membantu dalam proses 

pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU sehingga dalam proses pilkada nantinya 

diharapkan tidak ada lagi calon pemilih yang seharusnya berhak menerima kartu pemilih 

tidak mempunyai kartu pemilih. Untuk itu perlu dibuatkan sebuah aplikasi berbasis web 

yang dapat membantu memudahkan petugas KPU dalam mendata jumlah pemilih tetap 

yang ada di Kota Tangerang.  

Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh KPU karena dapat membantu dalam 

pengelolahan data masyarakat. Kualitas perangkat lunak perlu dilakukan analisis agar 

dalam perbaikan sistem yang telah dilakukan dapat sesuai dengan keiinginkan. Analisis 

sistem informasi juga perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem yang jauh lebih 

baik lagi yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan  

Pada hakikatnya kita tidak mampu mengolah informasi dan data dengan efektif 

tanpa menggunakan bantuan sistem informasi dan teknologi. Jaringan aplikasi didirikan 

untuk membantu manajer suatu organisasi dalam memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan pengambilan keputusan. Termasuk dalam pemutakhiran data Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.2  

 Sistem informasi Data pemilih Aplikasi SITANGKOT 

 

Sumber data : Website KPU Tangerang 2021 

Untuk mensukseskan dan memudahkan tahapan PEMILU yang akan datang, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang meluncurkan terobosan yang berupa 

aplikasi. Aplikasi tersebut bernama SITANGKOT (Aplikasi Sistem Informasi Data 

Pemilih KPU Kota Tangerang). 

Dalam pemanfaatan sistem teknologi ini, KPU kota Tangerang membuat suatu 

kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan berbasis sistem teknologi yakni 

Sistem Informasi data KPU Kota Tangerang (SIPIL) pada tahun 2018 yang berisi 

perolehan suara lalu persentasi partisipasi pemilih kemudian  kembali meluncurkan 

aplikasi kedua sehingga akhirnya keberadaan SIPIL digantikan oleh (SITANGKOT) 

aplikasi sistem informasi data pemilih KPU Kota Tangerang dimana di dalamnya dapat 

diketahui menunjang  pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Masyarakat 

atau public itu tahu bahwa KPU pemukrahiran data pemilih ketika ada pemilihan umum 

atau pemilihan kepala daerah itu KPU baru mendata tetapi sejak awal tahun 2020 pasca 



pemilu tahun 2019 kemarin bagi KPU kabupaten dan kota yang tidak masuk dalam 

tahapan pilkada serentak 2020 diwajibkan melakukan pemuktahiran Data pemilih yang 

bersinergi dengan instasi terkait yaitu DISDUKCAPIL Sejak tahun 2020 sangat panjang 

prosesnya dan mudah-mudahan partai politik dan elemen masyarakt kota Tangerang 

dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengkroscek validasi data masing-masing 

yang sudah terdaftar atau belum. SITANGKOT singkatan dari sistem informasi data KPU 

kota Tangerang adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat oleh KPU kota 

Tangerang telah di luncurkan 9 september 2021 

Aplikasi sederhana ini yang bertujuan untuk membantu masyarakat Tangerang 

melalukan proses pemuktahiran data pemilih tetap yang sebelumnya itu melakukan 

pendataan secara manual dan skarang cukup dengan mlakukan sosialsiasi. Baik itu di 

media sosial dan terjun langsung melalui sosialisasi oleh perangkat daerah kecamatan dan 

kelurahan untuk hanya mensosialisasikan aplikasi SITANGKOT ini ketika aplikasi ini 

sudah di ketahui oleh masyarakat secara otomatis sudah tidak menggunakan manual lagi 

karena sekarang zamannya sudah era digital maka KPU mengikutinya. 

Aplikasi ini bertujuan untuk menggcroscek data pemilih apakah data pemilih di 

kota Tangerang itu sudah terdaftar dalam DPT atau belum kalau belum bisa sekaligus 

mendaftarkan di aplikasi  SITANGKOT ini bukan cuma sekedar mendaftar bagi yang 

belum terdaftar yang mengalami perubahan data juga bisa di akses misalkan namanya 

ahmad tetapi di aplikasi achmad ada kesalahan atau keliruan penulisan data yang 

seharusnya ahmad menjadi achmad itu bisa dilakukan melalui aplikasi SITANGKOT 

kemudian ubah status misalnya data pemilih yang sudah meninggal dunia awalnya 

terdaftar karena sudah meninggal dunia secara otomatis itu harus di coret bisa melalui 

keluarga atau aparat setempat bisa langsung mengakses kemudian mencoret pemilih yang 

sudah dinyatakan meninggal dunia dengan syarat yang harus di lampirkan surat 

pernyataan dan surat keterangan meninggal dunia dan juga yang statusnya misalnya 

waktu pmilu 2019 masih lajang lalu menikah di 2020 maka di pemilu 2024 telah merubah 

status menikah  itu bisa di lakukan di aplikasi SITANGKOT 

Perubahan data, penamaan data pemilih yang sudah meninggal atau pindah dan 

sudah menjadi TNI tau POLRI maka dari itu KPU Kota Tangerang mengupayakan yang 



terbaik menyiapkan data terpilih yang akurat dan berkualitas untuk persiapan pemilu 

serentak tahun 2024 dan di pastikan data tersebut aman oleh KPU Kota Tangerang 

memprotect dengan demikian rupa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

SITANGKOT hanya dengan ponsel mengecek data sudah terdaftar atau belum dan ini 

bisa dijadikan sarana atau wadah bagi partai politik mengkroscek konsituennya sudah 

terdaftar atau belum jadi tidak perlu datang ke kantor KPU isi formulir itu langsung bisa 

mengisi data di aplikasi SITANGKOT. 

Dari penjelasan latar belakang diatas bahwa dalam pemutakhiran data pemilih pada 

pemilihan umum pasti memerlukan tahapan tetapi ketika di luncurkan aplikasi tersebut 

menjadi efisien  sehingga dengan penjelasan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut 

untuk mengetahui sejauh mana tahapan aplikasi pemutakhiran data pemilih yang  

berkelanjutan dilakukan oleh KPU Kota Tangerang. oleh karena itu judul yang diangkat 

adalah “Inovasi sistem informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam 

pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi berbagai 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah inovasi sistm informasi KPU kota Tangerang melalui aplikasi 

SITANGKOT Komisi Pemilihan Umum Kota tangrang? 

2. Bagaimakah partisipasi masyarakat dan partai politik dalam menggunakan inovasi sistem 

informasi aplikasi SITANGKOT di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang  

3. Apakah aplikasi SITANGKOT menjadi solusi efektif mengenai persoalan data pemilih 

berkelanjutan? 

4. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum Kota 

Tangerang dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ? 

 



1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada: “Inovasi sistem informasi data kota 

Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada 

komisi pemilihan umum kota Tangerang” 

1.4 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas penelitian agar penelitian ini memiliki arah yang jelas sesuai 

fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

diteliti adalah: “Bagaimanakah Inovasi sistem informasi data kota Tangerang 

(SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan 

umum kota Tangerang? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah : 

untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi sistem informasi data kota Tangerang 

(SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan 

umum kota Tangerang 

1.6 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1.6.1    Manfaat Teoritis   

Untuk menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan 

sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

ilmu administrasi publik khususnya dalam  teori inovasi sistem informasi   

1.6.2  Manfaat Praktis  

Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk pemilihan yang 

berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam hal data 



pemilih yang terdaftar yang berbasis sistem informasi aplikasi SITANGKOT 

agar meningkatkat kualitas dalam pemilu serta tidak ada lagi data ganda atau 

tidak terdaftar saat pemilihan umum selanjutnya dan aplikasi SITANGKOT 

dapat berjalan lancar untuk masyarakat kota Tangerang  

 

 


